SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 249-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir,

menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024,

diajukan oleh:

Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) yang diwakili oleh:

1. Nama . Hary Tanoesoedibjo
Jabatan : Ketua Umum
Alamat : Jalan Pangeran Diponegoro No. 29 Menteng,

Jakarta Pusat

2. Nama :  Ahmad Rofiq
Jabatan . Sekretaris Jenderal
Alamat : Jalan Pangeran Diponegoro No. 29 Menteng,

Jakarta Pusat

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002-S.Ka/DPP-Partai
Perindo/111/2024, tanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada Tama Satrya
Langkun, S.H; Christophorus Taufik, SH; Jimmi Yansen, S.H.,M.H; Edward Diaz,
S.H.,MH; Charles B. Litaay, S.H.,M.H; Vembriano Lesnussa, S.H.M.H.,
kesemuanya adalah advokat pada yang tergabung dalam Tim Advokasi Dewan
Pimpinan Pusat Partai Persatuan Indonesia (DPP PARTAI PERINDO), yang
beralamat di Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Indonesia (Partai
Perindo), JI. Pangeran Diponegoro, No. 29, Menteng, Jakarta Pusat — 10310, baik

bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai------------------------ mememmememeemeeeeeeeeeeeeae Pemohon;
Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29,

Menteng, Jakarta Pusat.



berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 56/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April
2024 memberikan kuasa kepada Josua Victor, S.H., M.H., CLA., Dr. James
Simanjuntak, S.H., M.H., Dr. Drs. Gatut Hendrotriwidodo, S.H., M.H., M.M., M.Kn.,
Thomas Mauritius Djawa, S.H., Yeffry Amazia Galla, S.H., Hepri Yadi, S.H., M.H.,
Ramelan, S.H.l., M.H., Nurkhayat Santosa, S.E., S.H., M.H., Pither Ponda Barany,
S.H., M.H., Henry Simon Sitinjak, S.H., M.H., Ganda T. Nainggolan, S.H., Raka Dwi
Amanda, S.H., M.H., CLA., Daniel Fajar Bahari Sianipar, S.H., Hanter Oriko Siregar,
S.H., Rd. Agung Fajar Apriliyano, S.H., M.H., Agustinus A.S Bhara, S.H., Bisri
Fansyuri LN, S.H., Ahmad Azis Ismail, S.H., Denny Hartono, S.H., M.Kn., Ahmad
Damhuri, S.E., S.H., M.H., Agnes Sri Fortuna Nainggolan, S.H. dan Masagung
Dharmawangsa Hutama, S.H., kesemuanya adalah Advokat, Konsultan Hukum dan
Advokat Magang pada kantor Law Office Josua Victor And Partners, berkedudukan
di Graha Hanurata 5" Floor Suite 509-510 Jakarta-10340, baik sendiri-sendiri

maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----------=-=-=-===m=mmmm o Termohon;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon,;

Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas

Pemilihan Umum,

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal

22 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya
disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024 pukul
14.41 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 11-01-16-
31/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024, yang telah



diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 26 Maret 2024 diterima di Kepaniteraan
Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 11.28 WIB berdasarkan Tanda Terima
Berkas Perkara Nomor 34-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 dan kemudian
dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari
Selasa, tanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WIB dengan Registrasi Nomor 249-01-
16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXI1/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai
berikut:

. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945),
Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus
perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut
UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang
mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final
untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (UU Pemilu), dalam hal terjadi perselisihan penetapan
perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional,
peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan
pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU
kepada Mahkamah Konstitusi;

d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2
Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan



Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam
perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang
penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara
nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya
calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;

e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil
Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi, an Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara
Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara
nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB (Bukti P
-1)

f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah

Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon a quo.

. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf ¢ UU MK, Pemohon adalah
partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74
ayat (2) huruf ¢ UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap
penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh
Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik
peserta pemilihan umum di suatu Daerah pemilihan;

b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 3 ayat (1) huruf (a)
dan huruf (c) PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPRD
adalah Partai Politik Peserta Pemilu Nomor Urut 16 untuk pengisian
Keanggotaan DPRD Provinsi Maluku pada Daerah Pemilihan Maluku 1;

c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun
2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan
Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten / Kota
Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 (Bukti P — 2), sebagaimana



telah diubah dengan Keputusan Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022
Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518
Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten / Kota
Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 (Bukti P — 3), serta Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan
Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik
Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten / Kota Tahun 2024,
bertanggal 14 Desember 2022 (Bukti P — 4), sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022
Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519
Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan
Rakyat Kabupaten / Kota Tahun 2024, bertanggal 30 Desember 2022 (Bukti
P — 5), maka Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu
Tahun 2024 dengan Nomor Urut 16;

d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai

kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon a quo;

. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN
a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU
Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam
jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak
diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan
DPRD secara nasional oleh KPU;
b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 360 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum



Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam
Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari
Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD
terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU
ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul
14.41 WIB;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang
diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu

sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1.

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada
perolehan kursi anggota DPRD Provinsi di Provinsi Maluku, Daerah
Pemilihan Maluku 1 adalah sebagai berikut :

Persandingan Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) Untuk Pengisian
Keanggotaan DPRD Provinsi Maluku Daerah Pemilihan Maluku 1 :

TABEL PERSANDINGAN
PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No. Perolehan Suara
Partai Politik Termohon | Pemohon Selisih
1. | Partai Kebangkitan Bangsa 10.753 10.724 29
2. | Partai Gerakan Indonesia Raya 20.411 20.411 0
3. | Partai Demokrasi Indonesia | 17.632 17.632 0
Perjuangan
4. | Partai Golkar 15.634 15.634 0
5. | Partai Nasdem 15.301 15.301 0
6. | Partai Buruh 3.036 3.036 0
7. | Partai Gelombang Rakyat 7.809 7.809 0
Indonesia
8. | Partai Keadilan Sejahtera 18.771 18.771 0




9. | Partai Kebangkitan Nusantara 4418 4418 0
10. | Partai Hati Nurani Rakyat 14.057 14.057

11. | Partai Garda Perubahan 1.370 1.370

Indonesia

12. | Partai Amanat Nasional 14.540 14.540 0
13. | Partai Bulan Bintang 557 557 0
14. | Partai Demokrat 8.434 8.434 0
15. | Partai Solidaritas Indonesia 10.502 10.502 0
16. | Partai Perindo 10.724 10.727 3
17. | Partai Persatuan Pembangunan 14.189 14.189 0
18. | Partai Ummat 885 885 0

2. Bahwa menurut Pemohon, selisih perolehan suara di atas disebabkan

adanya pengurangan suara Pemohon dan Penambahan Suara Partai

Kebangkitan Bangsa yang dilakukan oleh Termohon, yakni :

2.1.

Pengurangan Suara Pemohon.

Bahwa Termohon dalam melakukan rekapitulasi secara berjenjang
telah mengurangi Suara Pemohon sebanyak 3 Suara, pengurangan
tersebut dilakukan pada Kecamatan Teluk Ambon, tepatnya pada TPS
11 Desa Tawiri dan TPS 7 Desa Poka, serta TPS 6 Kelurahan
Urumessing Kecamatan Nusaniwe, sebagaimana diuraikan sebagai
berikut :

KECAMATAN TELUK AMBON :

— Desa Tawiri

» TPS 11 Desa Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon —
Provinsi Maluku sebanyak 1 Suara, pengurangan suara
tersebut karena pada Formulir Model C.Hasil.DPRD-Prov,
Pemohon mendapat perolehan suara sebanyak 99 Suara, tetapi

ketika dilakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan dan jenjang



di atasnya, Suara Pemohon dikurangi menjadi 98 Suara (Bukti
P - 6), (Bukti P = 7), (Bukti P — 8) dan Bukti (Bukti P - 9).

— Desa Poka

» TPS 7 Desa Poka, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon —
Provinsi Maluku sebanyak 1 Suara, pengurangan suara
tersebut karena pada Formulir Model C.Hasil Salinan.DPRD-
Prov, Pemohon mendapat perolehan suara sebanyak 27 Suara,
tetapi ketika dilakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan dan
jenjang di atasnya, Suara Pemohon dikurangi menjadi 26 Suara
(Bukti P — 10, Bukti P = 11).

KECAMATAN NUSANIWE.

Kelurahan Urimessing :

= TPS 6 Kelurahan Urimessing, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon
Provinsi Maluku sebanyak 1 Suara, pengurangan suara tersebut
karena pada Formulir Model C. Hasil.DPRD-Prov, Pemohon
mendapat perolehan suara sebanyak 64 Suara, tetapi ketika
dilakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan dan jenjang di atasnya,
Suara Pemohon dikurangi menjadi 63 Suara (Bukti P — 12, Bukti P
-13).
Bahwa Dengan Demikian, total Pengurangan Suara Pemohon yang

dilakukan oleh Termohon adalah sebanyak 3 Suara.

Bahwa jika suara Pemohon yang dikurangi oleh Termohon
dikembalikan, maka Suara Pemohon yang telah ditetapkan oleh
Termohon sebesar 10.724, akan kembali ke posisi perolehan hasil

suara yang benar yakni sebanyak 10.727 Suara.

2.2. Penambahan Suara Partai Kebangkitan Bangsa.

KECAMATAN SIRIMAU :

Desa Batu Merah.




= TPS 110 Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon —
Provinsi Maluku, terdapat penambahan suara Partai Kebangkitan
Bangsa sebanyak 2 Suara, penambahan suara tersebut karena
pada Formulir Model C. Hasil.DPRD-Prov, Partai Kebangkitan
Bangsa mendapat perolehan suara sebanyak 12 Suara, tetapi
ketika dilakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan dan jenjang di
atasnya, Suara Partai Kebangkitan Bangsa ditambah menjadi 14
Suara, selanjutnya untuk membenarkan penambahan suara
tersebut, Termohon kemudian membuat Formulir Model C.
Hasil.DPRD-Prov TPS 110 Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau,
untuk Partai Kebangkitan Bangsa sebanyak 2 lembar (Bukti P — 14,
Bukti P — 15 dan Bukti P — 16).

= TPS 133 Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon —
Provinsi Maluku terdapat penambahan suara Partai Kebangkitan
Bangsa sebanyak 10 Suara, penambahan suara tersebut karena
pada Formulir Model C.Hasi.DPRD-Prov, Partai Kebangkitan
Bangsa mendapat perolehan suara sebanyak 14 Suara, tetapi
ketika disalin dalam Formulir Model C.Hasil Salinan .DPRD-Prov
ditambah menjadi 24 Suara (Bukti P — 17, Bukti P - 18).

= TPS 137 Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon —
Provinsi Maluku terdapat penambahan suara Partai Kebangkitan
Bangsa sebanyak 1 Suara, penambahan suara tersebut karena
pada Formulir Model C. Hasil Salinan.DPRD-Prov, Partai
Kebangkitan Bangsa mendapat perolehan suara sebanyak 4 Suara,
tetapi ketika dilakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan dan jenjang
di atasnya, Suara Partai Kebangkitan Bangsa ditambah menjadi 5
Suara (Bukti P — 19, Bukti P - 16).

= TPS 157 Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon —
Provinsi Maluku terdapat penambahan suara Partai Kebangkitan
Bangsa sebanyak 1 Suara, penambahan suara tersebut karena
pada Formulir Model C. Hasil Salinan.DPRD-Prov, Partai
Kebangkitan Bangsa mendapat perolehan suara sebanyak 11

Suara, tetapi ketika dilakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan dan
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jenjang di atasnya, Suara Partai Kebangkitan Bangsa ditambah
menjadi 12 Suara (Bukti P — 20, Bukti P -16).

Desa Hative Kecil :

= TPS 15 Desa Hative Kecil, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon —
Provinsi Maluku terdapat penambahan suara Partai Kebangkitan
Bangsa sebanyak 1 Suara, penambahan suara tersebut karena
pada Formulir Model C. Hasil.DPRD-Prov, Partai Kebangkitan
Bangsa mendapat perolehan suara sebanyak 3 Suara, tetapi ketika
dilakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan dan jenjang di atasnya,
Suara Partai Kebangkitan Bangsa ditambah menjadi 4 Suara (Bukti
P — 21, Bukti P - 22).

= TPS 27 Desa Hative Kecil, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon —
Provinsi Maluku terdapat penambahan suara Partai Kebangkitan
Bangsa sebanyak 8 Suara, penambahan suara tersebut karena
pada Formulir Model C. Hasil Salinan.DPRD-Prov, Partai
Kebangkitan Bangsa mendapat perolehan suara sebanyak 12
Suara, tetapi ketika dilakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan dan
jenjang di atasnya, Suara Partai Kebangkitan Bangsa ditambah
menjadi 20 Suara (Bukti P — 23, Bukti P - 22).

Kelurahan Hunipopu :

= TPS 4 Kelurahan Hunipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon —
Provinsi Maluku terdapat penambahan suara Partai Kebangkitan
Bangsa sebanyak 1 Suara, penambahan suara tersebut karena
pada Formulir Model C. Hasil Salinan.DPRD-Prov, Partai
Kebangkitan Bangsa mendapat perolehan suara sebanyak 15
Suara, tetapi ketika dilakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan dan
jenjang di atasnya, Suara Partai Kebangkitan Bangsa ditambah
menjadi 16 Suara (Bukti P — 24, Bukti P - 25).

KECAMATAN NUSANIWE :

Desa Nusaniwe :
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= TPS 16 Desa Nusaniwe, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon —
Provinsi Maluku terdapat penambahan suara Partai Kebangkitan
Bangsa sebanyak 2 Suara, penambahan suara tersebut karena
pada Formulir Model C. Hasil Salinan.DPRD-Prov, Partai
Kebangkitan Bangsa mendapat perolehan suara sebanyak 3 Suara,
tetapi ketika dilakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan dan jenjang
di atasnya, Suara Partai Kebangkitan Bangsa ditambah menjadi 5
Suara (Bukti P — 26, Bukti P - 27).

= TPS 17 Desa Nusaniwe, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon —
Provinsi Maluku terdapat penambahan suara Partai Kebangkitan
Bangsa sebanyak 1 Suara, penambahan suara tersebut karena
pada Formulir Model C. Hasil Salinan.DPRD-Prov, Partai
Kebangkitan Bangsa mendapat perolehan suara sebanyak 5 Suara,
tetapi ketika dilakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan dan jenjang
di atasnya, Suara Partai Kebangkitan Bangsa ditambah menjadi 6
Suara (Bukti P — 28, Bukti P - 27).

KECAMATAN TELUK AMBON :
Desa Poka

» TPS 2 Desa Poka, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon -
Provinsi Maluku terdapat penambahan suara Partai Kebangkitan
Bangsa sebanyak 1 Suara, penambahan suara tersebut karena
pada Formulir Model C. Hasil.DPRD-Prov, Partai Kebangkitan
Bangsa mendapat perolehan suara sebanyak 22 Suara, tetapi
ketika dilakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan dan jenjang di
atasnya, Suara Partai Kebangkitan Bangsa ditambah menjadi 23
Suara (Bukti P - 29, Bukti P - 11).

= Bahwa Dengan Demikian, total penambahan Suara Partai
Kebangkitan Bangsa yang dilakukan oleh Termohon adalah
sebanyak 29 Suara.

= Bahwa jika suara Partai Kebangkitan Bangsa yang ditambahkan
oleh Termohon dikembalikan, maka Suara Partai Kebangkitan

Bangsa yang benar adalah 10. 724 Suara.
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Bahwa dari 45 kursi DPRD Provinsi Maluku, Daerah Pemilihan Maluku 1
mendapat alokasi 9 Kursi, dan jika didasarkan pada Perolehan Suara Hasil
Rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon, maka Partai Politik yang

mendapat perolehan Kursi adalah sebagai berikut :

No. Partai Politik Perolehan Suara
Menurut Termohon

1. | Partai Gerakan Indonesia Raya 20.411

2. | Partai Keadilan Sejahtera 18.771

3. | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 17.632

4. | Partai Golkar 15.634

5. | Partai Nasdem 15.301

6. | Partai Amanat Nasional 14.540

7. | Partai Persatuan Pembangunan 14.189

8. | Partai Hati Nurani Rakyat 14.057

9. | Partai Kebangkitan Bangsa 10.753

Bahwa jika Hasil Perolehan Suara dikembalikan pada posisi yang benar
sebagaimana yang telah diuraikan oleh Pemohon, maka Partai Politik yang
mendapat perolehan Kursi untuk Keanggotaan DPRD Provinsi Maluku

Daerah Pemilihan Maluku 1 adalah sebagai berikut :

No. Partai Politik Perolehan Suara
Menurut Pemohon

1. | Partai Gerakan Indonesia Raya 20.411

2. | Partai Keadilan Sejahtera 18.771

3. | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 17.632

4. | Partai Golkar 15.634

5. | Partai Nasdem 15.301

6. | Partai Amanat Nasional 14.540

7. | Partai Persatuan Pembangunan 14.189

8. | Partai Hati Nurani Rakyat 14.057

9. | Partai Perindo 10.727
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V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon

kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya,;

2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tentang
Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024,
yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, bertanggal 20 Maret
2024, Sepanjang Daerah Pemilihan Maluku 1.

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk
pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Maluku di Daerah Pemilihan Maluku

1, sebagai berikut :

Perolehan Suara Pemohon
Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Maluku
Daerah Pemilihan Maluku 1 :

No. Partai Politik Perolehan Suara
1. | Partai Kebangkitan Bangsa 10.724
2. | Partai Gerakan Indonesia Raya 20.411
3. | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 17.632
4. | Partai Golkar 15.634
5. | Partai Nasdem 15.301
6. | Partai Buruh 3.036
7. | Partai Gelombang Rakyat Indonesia 7.809
8. | Partai Keadilan Sejahtera 18.771
9. | Partai Kebangkitan Nusantara 4.418
10. | Partai Hati Nurani Rakyat 14.057
11. | Partai Garda Perubahan Indonesia 1.370
12. | Partai Amanat Nasional 14.540
13. | Partai Bulan Bintang 557
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14. | Partai Demokrat 8.434
15. | Partai Solidaritas Indonesia 10.502
16. | Partai Perindo 10.727
17. | Partai Persatuan Pembangunan 14.189
24. | Partai Ummat 885

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan
putusan ini.
Atau :
Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-

adilnya (ex aequo et bono).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan daliinya, Pemohon mengajukan

alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti P- 1 sampai dengan
bukti P-29 dan telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 29 April 2024, sebagai
berikut.
1. P-1 . Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360
Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan
Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum
Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari
Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB,;
2. P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518
Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal
Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten /
Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022;



P-3
P-4
P-5
P-6
P-7

15

Fotokopi Keputusan Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun
2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai
Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai
Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten / Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember
2022;

Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519
Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik
Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai
Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten / Kota Tahun 2024, bertanggal 14 Desember
2022;

Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552
Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang
Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh
Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten /
Kota Tahun 2024, bertanggal 30 Desember 2022;

Fotokopi Formulir Model C. Hasil. DPRD-Prov, TPS 11 Desa
Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon — Provinsi
Maluku;

Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov,
Desa Tawiri Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon -

Provinsi Maluku;



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

P-8
P-9
P-10
P-11
P-12
P-13
P—14
P-15
P-16
P-17
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Fotokopi Formulir Model D. Hasil KABKO- DPRD Prov,
Kota Ambon, Provinsi Maluku, Daerah Pemilihan Maluku 1;
Fotokopi Formulir Model D. Hasil Prov-DPRD Prov, Provinsi
Maluku, Daerah Pemilihan Maluku 1;

Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan.DPRD-Prov, TPS
7 Desa Poka, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon —
Provinsi Maluku;

Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov,
Desa Poka, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon -
Provinsi Maluku;

Fotokopi Formulir Model C. Hasil. DPRD-Prov, TPS 6
Kelurahan Urimessing, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon
— Provinsi Maluku;

Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov,
Kelurahan Urimessing, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon
— Provinsi Maluku;

Fotokopi Formulir Model C. Hasil.DPRD-Prov, TPS 110
Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon —
Provinsi Maluku, dengan perolehan awal sebanyak 12
Suara;

Fotokopi Formulir Model C. Hasil.DPRD-Prov, TPS 110
Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon —
Provinsi Maluku, dengan perubahan suara awal yakni 12
suara, ditambahkan menjadi menjadi 14 suara;

Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov,
Desa Batumerah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon —
Provinsi Maluku;

Fotokopi Formulir Model C. Hasil.DPRD-Prov, TPS 133
Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon —

Provinsi Maluku;



18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

P—18
P-19
P-20
P21
P-22
P-23
P-24
P-25
P-26
pP-27
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Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan.DPRD-Prov, TPS
133 Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon —
Provinsi Maluku;

Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan.DPRD-Prov, TPS
137 Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon —
Provinsi Maluku;

Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan.DPRD-Prov, TPS
157 Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon —
Provinsi Maluku;

Fotokopi Formulir Model C. Hasil. DPRD-Prov, TPS 15 Desa
Hatiwe Kecil, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon — Provinsi
Maluku;

Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov,
Desa Hative Kecil, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon —
Provinsi Maluku;

Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan.DPRD-Prov, TPS
27 Desa Hative Kecil, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon —
Provinsi Maluku;

Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan.DPRD-Prov, TPS
4 Kelurahan Hunipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon —
Provinsi Maluku;

Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov,
Kelurahan Hunipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon —
Provinsi Maluku;

Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan.DPRD-Prov, TPS
16 Desa Nusaniwe, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon —
Provinsi Maluku;

Fotokopi Formulir Model D. Hasil.DPRD-Prov, Desa
Nusaniwe, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon — Provinsi
Maluku;
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28. P-28 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan.DPRD-Prov, TPS

17 Desa Nusaniwe, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon —

Provinsi Maluku;

29. P-29 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil.DPRD-Prov, TPS 2 Desa

Poka, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon — Provinsi
Maluku;

Selain itu, Pemohon mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah didengar

keterangannya dalam persidangan pada tanggal 28 Mei 2024, yang pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

SAKSI PEMOHON

Hendrik Berce Uneputty

a.

Saksi Mandat Partai Perindo pada tingkat Kecamatan Sirimau Dan Kecamatan
Nusaniwe, Saksi Mandat di tingkat Kota Ambon, Saksi mandat di tingkat provinsi
Antara pleno di tingkat kecamatan Nusaniwe sampai di tingkat kabupaten
perhitungannya stabil

Ketika rekap di tingkat kecamatan tidak ada masalah. Terjadi perselisihan di
tingkat kota.

pada TPS 16 sama TPS 17 di Kelurahan Nusaniwe ada penambahan di Partai
PKB. Di TPS 16 itu ada dua suara, TPS 17 itu satu suara

pada sidang pleno di Sirimau, saksi melakukan keberatan karena tidak ada
diberi ruang untuk lakukan crosscheck.

Pada pembahasan pleno di tingkat kota, saksi menerangkan di hari itu cuma
yang bahas cuma mengenai adakah Berita Acara yang dilakukan PPK Sirimau
terhadap beda-beda kotak yang terjadi di Sirimau. waktu pleno ada perselisihan

antara C.Salinan dengan C, jadi ada beda kotak.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon

memberikan jawaban bertanggal 6 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada

tanggal 6 Mei 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban
Termohon Nomor 62-01-16-31/APJT-DPR-DPRD/Pan.MK/05/2024, yang pada

pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI
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1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang

memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan
Umum Anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan/atau DPRD
Kabupaten/Kota terhadap Perkara Nomor: 249-01-16-31/PHPU.DPRD

Provinsi Maluku Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-

alasan sebagai berikut:

1)

2)

3)

Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi
berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
keputusannya bersifat final antara lain memutus Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum;

Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d dalam Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana
telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Kontitusi
dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
dan Pasal 29 ayat (1) huruf d dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi
berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
keputusannya bersifat final untuk memutus Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum;

Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dalam
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6863), bahwa dalam hal terjadi
perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Angggota DPR
dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD
dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil
perhitungan perolehan suara oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi;

4) Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2
Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara PHPU Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(selanjutnya disebut PMK 2/2023) telah ditentukan bahwa objek dalam
perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU
tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan
DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon
dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu
daerah pemilihan;

5) Bahwa dalam pokok permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan
dalam permohonanya pada halaman 6 sampai dengan halaman 13
yang mempermasalahkan tentang penghitungan dan rekapitulasi
suara berjenjang di tingkat kecamatan merupakan perselisihan selama
proses penghitungan dan rekapitulasi suara. Penyelesaian seluruh
keberatan dan perselisihan dalam proses penghitungan dan
rekapitulasi suara secara berjenjang adalah kewenangan Bawaslu,
sehingga Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan
mengadili perkara a quo.

1.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa menurut Termohon, substansi permohonan Pemohon tentang

perolehan suara Pemohon untuk pengisian kursi anggota DPRD Provinsi

Maluku di Daerah Pemilihan Maluku 1 tidak jelas dengan alasan-alasan

sebagai berikut:

1) Bahwa dalam permohonan Pemohon pada poin 2.1. halaman 7
Pemohon mendalilkan pengurangan suara Pemohon dalam proses

rekapit